Menimbang

Mengingat

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR :300 / Kep. 348 — Bakesbangpol/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan

Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018

tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, dalam rangka melibatkan

masyarakat dalam kewaspadaan dini di Kabupaten Cirebon, periu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Cirebon;

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
Tahun 1950} sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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Memperhatikan

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Tahun 2021 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 31).

Surat dari Tim Panitia Seleksi Pemilihan Ketua FKDM Kabupaten
Cirebon Periode 2022-2025 Nomor 300/007/Pansel FKDM /2022
tanggal 15 Juni 2022 perihal Berita Acara Penetapan Calon Ketua
FKDM Kabupaten Cirebon Periode 2022-2025.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

MEMUTUSKAN :

Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Cirebon,

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan
mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat
mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguan;

2. menyelenggarakan forum dialog dengan elemen masyarakat;
pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan
kewaspadaan dini masyarakat; dan

4. menyusun rekomendasi kepada Bupati Cirebon sebagai bahan
penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat.

Pembiayaan pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Cirebon.

Pada saat  Keputusan Bupati ini mulai berlaku,

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200/Kep.54-Kesbangpol/2021

tanggal 18 Februari 2021 tentang Pembentukan Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Cirebon, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 300/Kep.348-Bakesbangpol/2022
TANGGAL : 4 Juli 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON

Ketua : Drs. H. YAYAT RUHYAT, M.Si
Wakil Ketua : SUHADI, Kapten Purnawirawan
Sekretaris : BAGUS PANUNTUN, S.Sos (Unsur Pemuda)
Bendahara : AAN SUSANTO (Unsur Pemuda)
Anggota 1. MUSA, S.Pd, M.Pd (Unsur Tenaga Pendidik)
2. ABDUL HADI (Unsur Tokoh Agama)
3. WAWAN WARDAYA (Unsur Tokoh Masyarakat)
4. SHOBRI, S.Kom (Unsur Pegiat Sosial)
5. ABDUL KODIR (Unsur Pengusaha)
6. DEVI FARIDA (Unsur Perempuan)
7. INDAH NURLISTIYANTI (Unsur Perempuan)

BUPATI CIREBON,

A\

IMRON



